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Roadmap JKN

Tahun 2016-2020  Tahap Metamorfosis
Pengembangan pendampingan Jaminan Penyangga, Jamkesus dan Jamkes Preventif Rehabilitatif
Pencapaian UHC DIY melalui PBI JKN Mandiri JKN, PBI JKN APBD, Buffer APBD dan edukasi mandiri
Integrasi paripurna (preventif kuratif, rehabilitatif) sebagai tahap awal system proteksi sosial menyeluruh

2014-2016 Tahap Validasi, Rekonsiliasi
Validasi menghasilkan koreksi untuk rekonsiliasi kepesertaan penduduk miskin.  
Rekonsiliasi merasionalisasi / akan menurunkan kepesertaan Jamkes dikisaran 75%. 
Sebagian yang tidak masuk ditampung dalam program buffer Jamkesos / Jamkeda



Pergub 63/2016
Jamkesta

Pergub 50/2017
Jamkesus

Pergub 51/2017
Alat Bantu

Perda 3 /2018
RPJMD 2017-2022

Perda 20 /2018
Renstra OPD 2017-2022

Perda 4 /2012
Disabilitas

PM-Kesehatan
12/2012 Imunisasi

Perda 12 / 2012 
HIV/AIDS

Perda 3 / 2012 
Korban kekerasan

Perda 1 / 2014 
Penanganan Gepeng

PM-Sosial 8 /2012
PMKS

Pergub 87 / 2018
UPT Dinkes DIY

Cakupan 100% 
Perlindungan

Penduduk Miskin

Pengembangan 26 
Jenis Jaminan

Kesehtaan
Komplemen JKN 
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Buffer Kab habis
Online KP
Unflag Bantul

Efek SK Mensos



Kaleidoskop Anggaran 
Jamkesos 2005-2019
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Anggaran Serapan

Proyeksi berbasis premi tanpa
hitungan faktor eksternal 

(Jamkesda, duplikasi, 
Jamkesmas, klaim COB)

menyebabkan realisasi jauh 
dari proyeksi

PBI Jamkesda mulai tutup,
akses Penyangga meningkat. 

Perbaikan sistem klaim 
sebabkan hutang muncul. 

Proyeksi mulai menghitung
eksternalitas. Realisasi makin 

mendekati proyeksi

Integrasi JKN dan PBI-KIS 
APBD sebabkan penurunan 
akses Penyangga. Kebijakan 

JKN makin dinamis
sebabkan proyeksi makin 

rumit dan meluas. 
Perbaikan manajemen

berdampak gap realisasi 
dan proyeksi membaik 
dengan anggaran tetap

mencukupi 

Pra Jamkesta : kepesertaan PBI mengikuti 
ketersediaan anggaran dengan sasaran kecil. Dalam 
beberapa kasus terjadi kurang anggaran skala kecil. 

Jamkesmas BPJS



UHC DIY 
(4.Okt.19)

Bantul
91,68%

Gkidul
93,9%

Kota 
94,95%

Kprogo
91,28%

Sleman
90,64%

DIY 
92,17

4 Juli 2019 (pra Non Aktif SK Mensos Juli – Oktober) 

4 Oktober 2019 (paska Non Aktif SK Mensos Juli – Oktober) 

Dampak

UHC >95%
Flagging 1 

hari

Biaya
tercakup

BPJS

UHC<95%
Reguler 2 
ming – 1 

bulan

Biaya sendiri
saat sakit

Kemampuan APBD 
Kab/kota

Dampak besaran kenaikan
Premi terhadap PBI APBD 

12 November 2019 (Dir. Kepesertaan BPJS Pusat)



Potensi Masalah Kepesertaan
1. Penduduk miskin belum / tidak memiliki akses JKN

a. Miskin belum terdata masih cukup tinggi

b. Pe-nonaktifan PBI JKN masih akan berlanjut

c. Dropout PBI-KIS APBD dan Penunggak Mandiri kls-III meningkat

2. Pekerja miskin peserta PBI JKN (Permenkeu 141)

1. BPJS Naker masih jauh dari target yang diharapkan

2. Kartu PBI tidak berlaku saat musibah aktifitas kerja/sosial

3. Pengaktifan PBI JKN setelah putus BPJS Naker (putus kerja) belum berjalan

3. Sebagian PBI JKN tidak dapat mengakses JKN dampak PP.82

a. Korban kekerasan dan korban musibah kondisi alam

b. Musibah akibat aktifitas olahraga, aktifitas seni, aktifitas social, KIPI

c. Pekerja belum mendapat BPJS Naker, pekerjaan sosial kemasyarakatan



Potensi Masalah Kepesertaan

Potensi Dampak Non Aktif JKN Potensi Dampak Kenaikan Premi

Potensi Dampak JKN Kasus Khusus



Potensi Permasalahan Pembiayaan APBD 

1. PBI non aktif setelah divalidasi ternyata layak untuk re-Aktifasi, terkendala :

a. Timing penganggaran (2019 dan 2020 sudah berproses)

b. Kab/kota tidak lagi UHC sehingga flagging tidak dapat dilakukan

c. Keterbataan alokasi APBD untuk PBI-KIS (total 129 M sebelum premi naik) 

2. Dampak Kenaikan Premi Kelas III 

a. Pemkab/kota menanggung kenaikan 182% PBI-KIS APBD

b. Pemkab/kota menanggung kenaikan biaya PPU (ASN dan non ASN) 

c. Re-seleksi PBI-KIS APBD akan menyebabkan dropout PBI 

3. Dampak edaran tanggungan hutang RS 

• Pembiayaan APBD menutup hutang RS Pemda sangat sulit dapat dipenuhi

4. Pembiayaan Jaminan Penyangga tetap didominasi miskin belum memiliki jaminan

a. Dampak sistem pendataan yang masih berbenah

b. PBI JKN yang dinon-aktifkan akan berstatus belum memiliki jaminan



25 RS 
• RS mengalami kesulitan likuiditas operasional
• Likuiditas seret sebabkan RS memperketat layanan
• Beberapa RS mengalami kesulitan pinjam ke Bank 
• Usulan peminjaman oleh BPJS terbentur peraturan
• Persi setuju kenaikan premi untuk segera tutup hutang

Contoh kasus Bali 
• BPJS memberikan surat keterangan sebagai agunan Bank
• Bank penyedia pinjaman adalah BPD 

• Persepsional dalam klaim antara RS vs Verifikator BPJS
• Penyelesaian perselisihan klaim perlu waktu panjang
• Klaim terbayar bisa diverif ulang dan dibatalkan



Kondisi dan Kesiapan
• Verifikasi, Validasi dan Purifikasi

• Koordinasi (Dinsos, Dinkes, Jamkesos, Dukcapil, BPJS dll)

• Pelacakan Lapangan (jaringan Dinas Sosial)

• Aktifasi PBI non-aktif (hasil verval dinilai layak di aktfikan kembali) 

• Aktifasi melalui PBI-APBD (Masalah : Ketersediaan dan timing) 

• Aktifasi melalui PBI-APBN (Masalah aktifasi dibatasi maks 3 bulan)

• Jaminan Penyangga Bapel Jamkesos dan Kab/kota

• Bapel Jamkesos

• Th 2019 (38 M) mencukupi jika kolaborasi kab/kota tetap berjalan

• Th 2020 membutuhkan penambahan

• Kolaborasi : JPS (Slm, Btl), Jamkesda (KP), DAK Jampersal & Alat Bantu (5 kab)

• Kolaborasi Instansi / lembaga : Jasa Raharja, Charity (Baznas dll)

Verval dalam
SIKS-NG

APBD untuk
PBI-KIS

Anggaran
Jaminan

Penyangga

Sistem Total 
Proteksi
Miskin

Optimalisasi
Jaminan

Penyangga

Angguna
Surat BPJS 

untuk Piutang
RS ke Bank 

Pergerakan upaya Kabkota
menghadapi kenaikan premi
(Nov 2019) 



Kebutuhan Anggaran Bapel Jamkesos APBD DIY   

Proyeksi kondisi masih akan sangat
dinamis

Anggaran ditambahkan fix

Kemungkinan silva terlalu besar

Kemungkinan kekurangan

Anggaran Jaminan sama dengan 2019, 
tambahan jika ada akan disusulkan

Fleksibilitas

Prediksi
dari

Proyeksi

Th 2020 akan sangat dinamis
- Non aktif
- Kenaikan premi
- DO PBI-APBD 
- Penunggak Kls III miskin
- Komplemen Manfaat
- dll

Kondisi



Pemda DIY

Pemkab/kota



Konsep Pengembangan Sistem Jamkesta



Kunker Pansus ke BPJS Pusat

• Penonaktifan untuk validasi data yang lebih baik

• Penonaktifan diharapkan dapat diaktifasi kembali melalui :

• Kuota PBI APBN (waktu dan kuota terbatas)

• PBI APBD

• Kenaikan premi karena tidak sesuai dengan kelayakan / kebutuhan

• Kenaikan premi berlaku untuk per September

• Selisih kenaikan premi PBI APBD s/d Des 2019 ditanggung APBN 

• Selisih kenaikan premi per 1 Januari 2020 ditanggung APBD

• Ketentuan melarang Penjaminan Ganda (paket manfaat sama)  

• Pengembangan dapat dilakukan daerah untuk

• Dukungan pembiayaan melalui PBI-KIS bersumber APBD 

• Pengembangan komplemen manfaat yang belum ada di JKN 

• Penjaminan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS 

• Berbagai permasalahan masih terus dibenahi dalam BPJS 

• Hadirnya PP 75/2019 diharapkan dapat menyelesaikan masalah hutang

Diversifikasi

1. Pelayanan Jaminan Penyangga

2. Pengembangan komplemen JKN 

3. Mereview PBI daerah yang masih ada

4. Pemantauan risiko re-seleksi PBI APBD

5. Pajak rokok DIY untuk re-aktifasi PBI



Kunker Pansus ke JKN-KBS (JKN Krame Bali Sejahtera) 

Kepesertaan

• Miskin non jamkes disalurkan ke JKN-KBS dg flagging

• Penonaktifan tidak berpengaruh karena dana re-aktifasi PBI 
melalui APBD cukup (sebelum premi naik)

• Kasus PBI JKN bermasalah tidak dijamin JKN-KBS

• PMKS sakit termasuk panti tidak dijamin JKN-KBS

Pembiayaan dan pelayanan

• Anggaran Buffer / Penyangga tidak disediakan

• Hutang BPJS belum jauh dibahas

• Pembiayaan Jamkesda dibanding bayar BPJS tidak berbeda

• BPJS unggul di portabilitas, Jamkesda di kemudahan akses

• Kolaborasi APBD Prov-Kab untuk iuran BPJS 40:60 & 49:51

• Hutang RS dibantu dengan pinjaman dari BPD dengan
agunan surat keterangan BPJS 

• Komplemen Kesehatan tradisional tahun 2020 (baru) 

• Komplemen ambulan rumah – faskes dan jenazah

Diversifikasi

• Konsep ambulan diadopsi untuk kasus gawat

darurat, disabilitas, psikotik, bedridden berat dari

penduduk miskin yang terpadu dengan 119 

• Kolaborasi jaminan Penyangga Prov-Kab/Kota 

Alternatif 1 : Jejaring dg sharing batas biaya (6-10jt)

Alternatif 2 : Jejaring dg sharing batas kepesertaan



TINJAUAN YURIDIS
1. Terdapat beberapa peraturan yang saling bertentangan namun dengan Putusan MK Perkara No 007/PUU-III/2005

jelas dan tegas bahwa penyelenggaran jaminan sosial nasional memberikan peluang daerah untuk berperan dalam
penyelenggaran jaminan sosial nasional

2. Berdasar Pasal 28 H dan Pasal 34 UU pada prinsipnya Negara mengembangkan sistem jaminan nasional dan setiap
warga negara berhak atas jaminan sosial

3. Berdasar UU 23/2014 tentang Pemda memberikan kewenangan daerah dalam mengembangkan inovasi untuk
kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi lokal.

4. Berdasar Pasal 35 (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pemerintah dan Pemda
bertanggungjawab atas fasilitas & pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan

Sesuai asas lex superiori derogat legi inferiori maka Pemerintah Daerah berwenang dan dapat menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan 
ketentuan UUD-RI 1945, UU 23/2014 dan Perpres 12 Tahun 2013 (Biro Hukum DIY)

Amanah Putusan MK bahwa penyelenggaraan jaminan daerah
didasarkan atas Peraturan Daerah 
(Saat ini masih dalam bentuk Pergub 87/2018) 



Konsep Pembiayaan dan Pelayanan
Homevisit Gizi Buruk Miskin Post Rawat Inap

Gizi
buruk

FKTP FKTL
Post 

Ranap
Rujuk
Balik

Home 
visit 



Rekomendasi
• Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) untuk perlindungan keberadaan Bapel Jamkesos

• Anggaran jaminan penyangga dengan fleksibilitas penambahan mengantisipasi dinamika

• Perbaikan regulasi pelayanan penjaminan

• Total proteksi penduduk miskin

• Integrasi sistem pelayanan jaminan penyangga dan updating PBI lintas kab/kota

• Peningkatan akses Jaminan Penyangga penduduk terdampak (berbasis desa)

• Kolaborasi sumberdaya

• Kolaborasi Prov-Kab/kota untuk Jaminan Penyangga berbasis batas biaya

• Kolaborasi pembiayaan ambulan 119 dan Pemkab

• Kolaborasi anggaran jaminan (DAK Jampersal, DAK Bansos dll) 

• Pengembangan komplemen

• Homevisit Gizi Buruk

• Skrining prioritas pembangunan kesehatan



Terimakasih



Peningkatan Akses Jaminan Penyangga Berbasis Desa



Prosedur
Loket Penjaminan
Kantor Induk


